
 

 
 
 
 
  

 

 
 

BUPATI BENGKULU UTARA 

PROVINSI BENGKULU 
 

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 
NOMOR 30 TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 10 TAHUN 

2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA AIR SEBAYUR 
KECAMATAN PINANG RAYA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BENGKULU UTARA, 
 

Menimbang : a.  bahwa sehubungan dengan adanya pemindahan sebagian 

Batas Desa dalam wilayah dusun di Desa Urai Kecamatan 
Ketahun ke dalam Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya, 

perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati 
Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan 

dan Penegasan Batas Desa Air Sebayur Kecamatan        
Pinang Raya; 

 b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu 
Utara tentang Perubahan atas  Peraturan Bupati Bengkulu 

Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan dan 
Penegasan Batas Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014   Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

 

SALINAN 



6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717);  

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018         
Nomor 157); 
 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016    

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1037); 
 

 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016    

tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038); 
 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017    
tentang Kode dan Tata Wilayah Administrasi Pemerintahan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955); 
 



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 611); 

 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten 

Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9); 

 

17. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2019 
tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Sebayur 

Kecamatan Pinang Raya (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara Tahun 2019 Nomor 10). 
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MEMUTUSKAN : 
 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  PERATURAN 

BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG 
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA AIR SEBAYUR 

KECAMATAN PINANG RAYA. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 

2019 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang 

Raya (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 10) diubah 

sebagai berikut :  
 

 

 

1. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB IV A dan 

diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 8a, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 
 

BAB IVA 
 

KETENTUAN PERALIHAN 
 
 

Pasal 8a 
 
 

Dalam hal terdapat wilayah-wilayah di luar wilayah Desa Air Sebayur Kecamatan 

Pinang Raya yang menjadi wilayah Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya 

sebagai akibat dari Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. aset-aset desa lain yang sebagian wilayahnya masuk dalam wilayah Desa          

Air Sebayur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berada di dalam wilayah Desa 

Air Sebayur menjadi Aset Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya; 

b. perangkat desa lain yang sebagian wilayahnya menjadi wilayah Desa Air Sebayur 

sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi Perangkat Desa Air Sebayur 

Kecamatan Pinang Raya; 

c. Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam 

huruf b dibayarkan oleh Desa Urai Kecamatan Ketahun dengan menggunakan 

APBDES Desa Urai sampai Bulan Desember Tahun Anggaran 2019; 

d. masyarakat yang sebagian wilayahnya sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dipindahkan hak pilihnya ke Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya ; dan 

 

 

 

 



 

e. administrasi kependudukan masyarakat Desa setempat disesuaikan secara 

bertahap. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Diundangkan di Arga Makmur 

pada tanggal 19 September 2019           
                

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU UTARA, 

 
ttd 

 

HARYADI 
 

Ditetapkan di Arga Makmur 

pada tanggal 19 September 2019     
 

BUPATI BENGKULU UTARA, 

 
ttd 

 
M I A N 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 30 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  

KEPALA BAGIAN HUKUM 

Setdakab. Bengkulu Utara 
 

 

 

USMAN WAHID.,S.H 

NIP.196306301993031004 


